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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DAN BIROKRASI
KECAMATAN TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SE-KOTA MEDAN

Pada dasarnya suatu organisasi merupakan pula suatu sistem, yang terdiri dari
unit-unit dan unsur-unsur. Setiap unit walaupun mempunyai tugas dan sasarannya
sendiri, namun tiap unit tidak dapat melepaskan diri dari unit yang lain karena :

1. Suatu unit tidak mungkin akan berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit
yang lain.

2. Tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh
organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif dalam melaksanakan
tugasnya untuk mencapai tujuan.

Berasal dari kata bureau dan cracy, bureaucracy berarti suatu sistem administratif
yang dijalankan sejumlah pegawai. Ia juga merujuk kepada berbagai peraturan dan
prosedur di Departemen pemerintahan atau organisasi sejenis. Toh, kata birokrasi tak
pernah menimbulkan persepsi dan asosiasi pada suatu sistem yang sederhana, mudah
lurus, dan rapi. Ia juga berkonotasi buruk tentang prosedur yang berbelit, rumit, makan
waktu, dan penuh pungutan. Kalaupun lancar, birokrasi pasti berarti suatu sistem yang
dijalankan terlalu ketat sesuai aturan tertulis dan baku. Sedangkan untuk proses yang
lebih baik, cukup disebut sebagai sistem administrasi saja. Masuk akal bila tak ada istilah
“tertib birokrasi”sebagai pengganti”tertib administrasi”.

Memang sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan langkah reformasi birokrasi
saat ini. Sebab birokrasi itu harus disesuaikan dengan pradigma zamannya. Reformasi
birokrasi ifu menyangkut berbagai aspek. Aspek pertama disebut sebagai struktural
fungsional. Aspek ini menyangkut struktur pemerintahan dan birokrasi yang lebih
efisien, fungsi-fungsi birokrasi yang lebih efektif dalam melakukan tugas-tugas baru
sesuai dengan pradigma baru. Aspek yang kedua disebut dengan pola kerja. Di masa
lampau, birokrasi mengendalikan dan mengarahkan. Sekarang birokrasi mempunyai
fungsi melayani. Pada masa yang lampau birokrasi itu menguasai, sekarang
memfasilitasi. Dulu, birokrasi itu rumit dan ruwet dan tertutup. Padahal, seharusnya
sederhana dan transparan. Aspek ketiga , disebut dengan kultur kerja. Ini menyangkut
keteladanan dan kepemimpinan para pejabat dalam bekerja. Aspek keempat, SDM. Ini
berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang menyangkut empat aspek pokok itu
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BABI
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintahan
daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah,
desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan

- praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah demi terwujudnya
kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bisa hidup
tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di
bidang pelayanan masyaraka;. Sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 22
tahun 1999 (UU No. 22/1999) tentang pemerintahan daerah, maka di daerah telah
dibangkitkan oleh euforia otonomi daerah karena adanya perubahan-perubahan
hampir keseluruh tatanan pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun
di daerah itu sendiri.

Otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, menurut
pandangan masyarakat dan para pejabat-pejabat pemerintahan ditingkat daerah,
merupakan arus balik kckuasaan dan kewenangan vang selama ini bersifat
sentralisasi yang hanya memikirkan kepentingan pemerintah pusat saja, sedangkan
daerah merasa kurang diperhatikan.

Suasana euforia tersebut semakin terasa dampaknya dengan
dikcluarkannya berbagai kebijakan pemerintah daerah baik melalui Peraturan

Daerah (Perda), Keputusan Kepala Daerah, bahkan sampai kepada berbagai
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tindakan masyarakat yang mengarah kcgada kepentingan kelompok ataupun
sebagian masyarakat tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh
tindakan meraka itu sendiri antara lain :
a.Penerbitan berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang pungutan dan
rebribusi yang menambalt bebau masyarakat.
b.Adanya izin pengolahan hutan oleh pemerintah daerah.

¢. Adanya izin pengolahan lahan pertambangan oleh pemerintah daerah.

David Osbome (1996) dalam bukunya, Reinventing Govermment,
menyatakan bahwa dalam pembaharuan pemerintahan maka tujuan daripada
terbentuknya pemerintahan adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan
masyarakat. Masyarakat yang bebas dari rasa takut, komunitas yang sejahtera dan
terhindarkan dari ancaman kerusakan lingkungan hidup, masyarakat yang mampu
mengakses pada berbagai fasilitas yang tersedia, serta berbagai keinginan lain
yang merupakan tuntutan hidup manusia dalam suatu komunitas.

Pemerintah Kota Medan menyadari bahwa upaya untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera masih terus dihadapkan kepada berbagai kendala
dengan segala aspeknya yang sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi,
sosial dan proses perubahan sistem sentralisasi kearah desentralisasi berbagai
kewenangan dari Pusat ke Daerah.

Dampak otonomi daerah apabila dilibat dan keterkaitannya dengan
beroagai perubahan yang terjadi, adalah merupakan upaya perubahan yang

direncanakan sebagaimana maksud dan tujuan dikeluarkannya UU No. 22 / 1999
2
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efektivitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Se
Kota Medan.

Pengikut/Peserta D -

Lama Penclitian : 3 (tiga ) bulan

Penanggung jawab  : Direktur Universitas Medan Area Program Pascasarjana.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi
setempat.

- Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.

- Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud.

- Dua set lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Walikota Medan c/q Kepala Balitbang
Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak dapat mendapat izin dari Pemerintah Kota

Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Surat izin penelitian ini berlaku scjak tanggal dikeluarkan.
Bersedia mematuhi ketentuan Butir 1 s/d 6.
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Pemohon,
Dikeluarkan di :Medan.
Pada Tanggal . A Deswnbte 2003,

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

\ N & g
\K';\M_lr, HARIADI IRWADI, MM

< PEMBINA TINGKAT 1
\mp’400035347,-
Tembusan :

. Walikota Medan.

. Camat Kecamatan Se - Kota Medan

- Dircktur Universitas Medan Area Program Pascasarjana.
.Pertinggal.
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MOTO KOTA MEDAN : “Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuf, kemajuan dan Remakmnuran Medan Kota Metropolitan”
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